LAPORAN

HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

TRIWULAN |V (OKTOBER- DESEMBER)

ILGIYINE 2022

«

Subscribe Sekarang!
WWW.PTA-SURABAYA.GO.ID




KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat,
taufik, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya periode Triwulan IV Tahun 2022 ini dapat tersusun dengan
baik dan tepat waktu. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan dan
peningkatan anti korupsi adalah melakukan Survei Persepsi Korupsi kepada
pengguna layanan. Mengingat jenis pelayanan publik sangat beragam dengan sifat
dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Persepsi Korupsi dapat menggunakan

metode dan teknik survei yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melaksanakan
Survei Persepsi Korupsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik serta Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun
2019 tantang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersin dan

Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei ini menyatakan pendapat masyarakat atau pengguna layanan
mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah, dalam
hal ini di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya periode survei Triwulan IV Tahun 2022,
sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survei maka disusun Laporan ini yang
dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja

dengan menjungjung tinggi integritas organisasi yang berorientasi pada hasil.

Laporan Survei Persepsi Korupsi dari pengadilan tingkat pertama atas
pelayanan pengajuan permohonan banding pada pengadilan tingkat banding
periode Triwulan IV Tahun 2022 ini dilokukan dengan melakukan survei secara
langsung pada 37 (tiga puluh tujuh) satuan kerja Pengadilan Agama se wilayah
Jawa Timur dan juga stakeholder melalui survei online menggunakan aplikasi Survei

SPAK dengan alamat link http://bit.ly/survey ptasby spak.



http://bit.ly/survey_ptasby_spak

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif
bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan sekaligus menjadi acuan untuk
meningkatkan pelayanan dan intergritas bagi pengguna layanan pengadilan serta
sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan

kinerja ke depan secara lebih efekfif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Triwulan IV Tahun 2022 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya

Surabaya, 03 Januari 2023

NIP. 19570502 198103 1 006
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1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona
Integritas (Zl) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersin dan Melayani (WBBM), satuan kerja pada pengadilan berkomitmen untuk
terus menerus melaokukan perbaikan  berkelanjutan  dalom  rangka
meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2017-2021 serta
mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun
2019 tantang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu
wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi
yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan
penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya
yang cukup besar. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menuju wilayah bebas
dari korupsi dan wilayah birokrasi bersin melayani, perlu memperoleh masukan
dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Intergritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah
birokrasi bersihn  melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara
pelayanan publik akan dinilai di antaranya dapat dilihat dari potensi suap dan
kemungkinan penambahan adanya penambahan biaya diluar tarif resmi yang

telah ditetapkan.

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV
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1.2.

1.3.

Penyusunan laporan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi ini merupakan suatu
Langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pencari keadilan, menilai
tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama
apparat dan fasilitasnya, serta sebagai alat untuk membuat program-program

pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi
pada pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai referensi
pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu, penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu
gambaran/ pendapat masyarakat tentang persepsi korupsi dari kualitas
pelayanan publik yang felah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dan juga mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya, baik oleh masyarakat maupun instansi/ unit terkait sebagai bahan
untuk menetapkan kebijokan dalom rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik selanjutnya.

Sementara tujuan penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi
Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas
(ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM).

Landasan Hukum
Dasar dari penyusunan laporan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi antara lain

peraturan perundangan, sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersinh dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV
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1.4.

f)

e)

h)

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersin Dan
Melayani;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2012-2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tantang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tanggal
28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembanguan Zona Intergritas Menuju
Wilayah Bersih Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersin dan Melayani
(WBBM) Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Rencana Kerja

1.4.1.Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan
yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut:
- Penetapan pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh
penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan bahan
Aplikasi  Survei Persepsi  Anti Korupsi melalui  alamat  link

http://bit.ly/survey ptasby spak

- Penetapan responden, lokasi, dan waktu pengumpulan data:
a)  Jumlah responden

b) Lokasi dan waktu pengumpulan data

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV
Tahun 2022
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- Penyusunan jadwal

Penyusunan rencana survei dan pelaksanaan survei online dilakukan.

1.4.2.Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang telah
ditetapkan di dalam aplikasi Survei Persepsi Anti Korupsi melalui

alamat link http://bit.ly/survey ptasby spak.

- Pengisian Survei Persepsi Anti Korupsi oleh responden.

- Data pendapat responden yang terisi dalam aplikasi Survei Persepsi
Anti Korupsi kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur,
jenis kelamin, pendidikan, dan jabatan sebagai bahan dalam analisis

objektivitas responden di dalam survei.

1.4.3.Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan sekali
dalaom satu tahun dan penggunaan metode survei dilakukan
secara online, pihak responden mengisi secara online melalui aplikasi
Survei Persepsi Anti Korupsi melalui alamat link

http://bit.ly/survey ptasby spak dan responden dapat mengisi dengan

transparan dan terjamin kerahasiaan data responden tersebut.

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV
Tahun 2022
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BAB Il

2.1.

2.2.

2.3.

BAB II
METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode
deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat
perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang
digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan
menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau

kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah unsur Pimpinan dan Pegawai
Pengadilan Agama selaku pengguna layanan di satuan kerja Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya, serta stakeholeder. Responden adalah seluruh pegawai
yang ada pada Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya, sementara stakeholder adalah semua pemangku
kepentingan yang menerima layanan. Jumlah sampel dihitung dari jumlah
populasi ditambah dengan kemungkinan data error sebesar 5%. Penentuan
sampel dalam survei ini menggunakan perhitungan berdasarkan tabel
penentuan sampel yang dipilih secara acak menurut RV. Krejcie dan Morgan
D.W.

Lokasi Penelitian dan Unit Analisis
Lokasi penelitian dilokukan dapat dilakukan melalui perangkat gawai
masing-masing responden dengan membuka aplikasi Survei Persepsi Anti

Korupsi melalui alamat email http://bit.ly/survey ptasby spak. Unit analisis

adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal

ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV
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2.4.

2.5.

Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalom penelitian ini adalah data primer yang
dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap
muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 1 (satu) minggu
dengan sejumlah 150 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas
pelaksana yang yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Survei Persepsi
Anti Korupsi.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya). Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya akan mengecek kerja petugas pelaksana saat mengumpulkan
kuesioner, meneliti kuesioner, serta memastikan apakah responden benar-
benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap

hasil perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi.

Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik
statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian
antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4
merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang
bersin dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar
diketahui peningkatan/ penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas
pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks
Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara, sebagai berikut:
Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang
digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Bobot Nilai Rata- Jumlah Indek 4
Rata - = = 067
Tertimbang Jumlah Skala 6

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV
Tahun 2022




BAB I
METODOLOGI

Untuk memperleh nilai Survei Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan

digunakan pendekatan nilai rata-rata terfimbang dengan rumus, sebagai

berikut:
Total dari persepsi tiap
IKM = unsur X Nilai Penimbang
Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Persepsi Anti
Korupsi yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan

nilai dasar 25 dengan rumus, sebagai berikut:

Indek Persepsi Korupsi Unit 05
Pelayanan

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke
angka 0-100. Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1-4 yang artinya

mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin bersih dari korupsi.

2.6. Tahapan Pelaksanaan
Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan
agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas
lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi anti korupsi ini

dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1 Model Alur Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi Menuju Zona Integritas

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1V



BAB II
METODOLOGI

Tabel 2 Ruang Lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi

No Ruang lingkup

1 Manipulasi Peraturan

2 Penyalahgunaan Jabatan

3 Menjual Pengaruh

4 Transaksi Biaya

5 Biaya Tambahan

6 Hadiah

7 Transparansi Biaya

8 Percaloan

9 Perbuatan Curang

10 | Transaksi Rahasia

Tabel 3 Konversi Nilai Persepsi Anti Korupsi
Nilai Nilai Interval
Nilai Interval Mutu Kinerja
Persepsi Konversi IPK

Tidak bersih

1 1.00-1.75 25-43.75 1 ) )
dari korupsi
Kurang bersih

2 1.76 - 62.50 43.76 — 62.50 2 ) )
dari korupsi
Cukup bersih

3 2.51-3.25 62.51 -81.25 3 ) )
dari korupsi
Bersih dari

4 3.26 - 4.00 81.26 - 100.00 4
korupsi

Tahun 2022
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BAB Il
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

BAB Il
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden
3.1.1.  Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilaokukan memperoleh gambaran

bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan di satuan

kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mayoritas memiliki latar

belakang pendidikan tertinggi Strata-3 (S3,) Strata-2 (S2), dan Strata-1

(S1) dan sebagian kecil dari fingkat pendidikan menengah

SLTA/SMA/sederajat. Dari data unsur pendidikan menunjukkan hasil

survei, sebagai berikut:

1. Strata-3 (S3) sejumlah 2 (dua) responden atau setara 1,33% (satu
koma tiga tiga) persen;

2. Strata-2 (§2) sejumlah 53 (lima puluh tiga) responden atau setara
35,33% (tiga puluh lima koma tiga tiga) persen;

3. Strata-1 (S1) sejumlah 93 (Sembilan puluh tiga) responden atau
setara 62% (enam puluh dua) persen;

4.  Diploma (D1/D2/D3) sejumlah O (nol) responden atau setara 0%
(nol) persen;

5.  SLTA/SMA/Sederqgjat sejumlah 2 (dua) responden atau setara

1,33% (satu koma tiga tiga) persen.

Grdfik 1 Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan

1. Strata-3 (S3)
m 2. Strata-2 (S2)
m 3. Strata-1 (S1)
m 4. Diploma (D1/D2/D3)
m 5. SLTA/SMA/Sederajat
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INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1.2.  Kelompok Usia Responden

Dari hasil survei yang dilakukan terhadap unsur usia responden
pengguna layanan di satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya yaitu dari usia antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan
diatas 50 (lima puluh) tahun. Dari data unsur usia responden tersebut
menunjukkan hasil survei, sebagai berikut:

1. Usia 20-29 tahun sejumlah 18 (delapan belas) responden atau
setara 12% (dua belas) persen;

2. Usia 30-39 tahun sejumlah 30 (tiga puluh satu) responden atau
setara 20% (dua puluh) persen;

3. Usia 40-49 tahun sejumlah 54 (lima puluh empat) responden atau
setara 36% (tiga puluh enam) persen;

4.  Usia >50 tahun sejumlah 48 (empat puluh delapan) responden

atau setara 32% (tiga puluh dua) persen.

Grafik 2 Usia Responden

Kelompok Usia

1.20- 29 Thn
m2. 30-39 Thn
m3.40-49 Thn
m4. >50Thn

3.1.3.  Kelompok Jenis Kelamin Responden
Dari hasil survei yang dilakukan terhadap unsur jenis kelamin,
responden pengguna layanan di satuan kerja pada Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya terdiri dari unsur laki-laki dan perempuan. Dari data
unsur jenis kelamin responden tersebut menunjukkan hasil survei,

sebagai berikut:

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV
Tahun 2022



BAB Il
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

1. Laki-Laki sejumlah 95 (Sembilan puluh lima) responden atau setara

63,33% (enam puluh tiga koma tiga tiga) persen;
2. Perempuan sejumlah 55 (lima puluh lima) responden atau setara

36,67% (tiga puluh enam koma enam tujuh) persen.

Grafik 3 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin

1. Pria
m2. Wanita

63%

3.1.4.  Layanan yang Digunakan
Layanan permohonan banding adalah jenis pelayanan yang

digunakan oleh responden pengguna layanan di Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya, yaitu sebesar 100% dari total responden sejumlah 150

(seratus lima puluh) orang.

Grafik 4 Jenis Layanan yang Digunakan Responden

Jenis Layanan
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3.2.

Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Indikator Manipulasi Peraturan

Pernyataan Survei:
“Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan serta tidak
dipersulit untuk maksud tertentue”

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
manipulasi peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,93. Indeks
tersebut dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya Bersih dari Korupsi.

Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Pernyataan Survei:
“Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara
cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk
meminta imbalan tertentue”

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
penyalahgunaan jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,92.
Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bersih dari Bersih dari Korupsi.

Indikator Menjual Pengaruh

Pernyataan Survei:
“Tidak pernah dihubungi oleh seserang (pegawai pengadilan) yang
menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/ berkas perkara
dengan meminta imbalan sesuatu?e”

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
menjual pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95. Indeks
tersebut dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya Bersih dari Korupsi.

Indikator Transaksi Biaya

Pernyataan Survei:
“Informasi tentang tarif/ biaya baik melalui website ataupun petugas

layanan mudah diakses/ diperoleh?”
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3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
transaksi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91. Indeks tersebut
dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya Bersih dari Korupsi.

Indikator Biaya Tambahan

Pernyataan Survei:
“Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya
tambahan di luar ketentuang”

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91. Indeks tersebut
dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya Bersih dari Korupsi.

Indikator Hadiah

Pernyataan Survei:
“Petugas dengan tegas menolak setfiap pemberian tanda terima kasin
atas layanan yang diterima?2”

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91. Indeks tersebut dapat
diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya Bersih dari Korupsi.

Indikator Transparansi Biaya

Pernyataan Survei:
“Menerima bukti tfransaksi keuangan pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran dilakukan?”

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
fransparansi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,92. Indeks
tersebut dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya Bersih dari Korupsi.
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3.3.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

Indikator Percaloan
Pernyataan Survei:
“Tidak pernah mengetahui ada praktek Percaloan dalom pengurusan
Layanan di pengadilang”

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95. Indeks tersebut
dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya Bersih dari Korupsi.

Indikator Perbuatan Curang
Pernyataan Survei:
“Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN
di pengadilang”

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91. Indeks
tersebut dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya Bersih dari Korupsi.

Indikator Transaksi Rahasia
Pernyataan Survei:
“Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staff
pengadilan di luar persidangan atau di luar prosedure”

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
transaksi rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97. Indeks tersebut
dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya Bersih dari Korupsi.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya

Dari indeks 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks

Persepsi Korupsi (IPK) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebesar

3,93. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bersih dari Korupsi.
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Tabel 4 Indikator Persepsi Korupsi

No. Indikator Persepsi Korupsi Nilai

1. Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan 3,92
ketentuan serta tidak dipersulit untuk maksud

tertentu? (Manipulasi Peraturan)

2. Petugas dalam memberikan Layanan pengadilan 3,92
dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada
penawaran dari petugas untuk meminta imbalan

tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)

3. Tidak pernah dihubungi oleh seserang (karyawan 3,95
pengadilan) yang menjanjikan akan membantu
dalam pengurusan surat/ berkas perkara dengan

meminta imbalan sesuatue (Menjual Pengaruh)

4, Informasi tentang tarif/ biaya baik melalui website 3,91
ataupun petugas layanan mudah diakses/

diperoleh? (Transaksi Biaya)

5. Pemnbayaran biaya perkara sesuai tarif resmi 3,91
tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan?

(Biaya tambahan)

6. Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian 3,91
tanda terima kasih atas layanan yang diterima?
(Hadiah)

7. Menerima bukti transaksi keuangan pembayaran 3,92
yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?g

(Transparansi Biaya)

8. Tidak pernah mengetahui ada praktek Percaloan 3,95
dalam pengurusan Layanan di  pengadilan?

(Percaloan)

9. Tidak pernah melihat dan/ atau mendengar masih 3,91
terjadi praktek KKN di pengadilang (Perbuatan
Curang)

10. | Tidok pernah mengurus perkara melalui Hakim/ 3,97
Panitera/ Staff pengadilan diluar persidangan atau

di luar prosedur? (Transaksi Rahasia)
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Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 3,93

Indeks 3,93 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini,
maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH
DARI KORUPSI.

Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,26 -
4,00 sehingga dapat disimpulkan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
BERSIH DARI KORUPSI.

Tabel 5 Nilai Persepsi Korupsi Satuan Kerja

NILAI NILAI INTERVAL
NILAI INTERVAL MUTU KINERJA
PERSEPSI KONVERSI IPK
Tidak bersih dari
1 1.00-1.75 25.00 - 43.75 1
korupsi
Kurang bersih
2 1.76 —2.50 43.76 — 62.50 2
dari korupsi
Cukup  bersih
3 2.51-3.25 62.51 -81.25 3
dari korupsi
Bersih dari
4 3.26 —4.00 81.26 - 100.00 4
korupsi

3.4. Analisa antara Persepsi dan Harapan
Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang
dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden selaku pengguna layanan
berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisasi
celah korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Adapun kritik dan saran serta masukan dari responden yang diisikan dalam

survei online tertuang pada tabel, sebagai berikut:
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Tabel 6 Kritik, Saran, serta Masukan

No. Kritik, Saran, serta Masukan

1 Apa yang sudah baik dipertahankan, bila perlu ditingkatkan

Tetap jaga dan tingkatkan kualitas layanan di PTA Surabaya semakin

2
terdepan

3 Pelayanan sudah prima dipertahankan dan ditingkatkan

4 Mantab, terus ditingkatkan pelayanan yang bersih

: PTA Surabaya telah memberikan semua layanan kepada kami dengan
sangat memuaskan dan agar tetap dijaga dan dimaksimalkan

6 Terus menjaga integritas

7 Tetap pertahankan dan tingkatkan lagi pelayanan seluruh staf

8 Pelayanan sudah sangat baik dan jelas serta respon cepat

2 Tingkatkan pelayanan sebaik-baiknya

10 Tetap dipertahankan

11 Semoga selalu istigomah

12 Dipertahankan dan lebih ditingkatkan

13 Pertahankan terus tingkat pelayanan PTA Surabaya untuk menjadi
cermin bagi peradilan yang ada di bawahnya

14 Pertahankan kualitas layanan

15 Pelayanan yg sudah baik supaya dipertahankan
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Kesimpulan

Dari hasil survei persepsi korupsi yang telah dilakukan satuan kerja
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diperoleh informasi bahwa pada
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,93 atau
masuk pada kategori 4 (Bersih Dari Korupsi).

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang
masing-masing memiliki indeks, sebagai berikut:
Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,93;
Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,92;
Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,95;
Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,91;
Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,91;
Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,91;
Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,92;

Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,95;

© ® N o gk WD

Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,91;

10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,97.

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap
pelayanan di satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada periode
Triwulan IV Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator
memiliki indeks di atas 3,93 atau masuk kategori 4 yaitu persepsi bersin dari
korupsi. Namun, dari 10 (sepuluh) indikator penyusun tersebut menunjukkan
bahwa indikator transaksi biaya, Biaya Tambahan, Hadiah dan Perbuatan
curang memiliki indeks paling rendah di antara indikator lainnya dengan nilai
indeks 3,91 lebih kecil dibanding dengan é (enam) indikator lainnya, sedangkan
indikator dengan penilaian paling tinggi terletak pada indikator transaksi

Rahasia dengan nilai indeks sebesar 3,97.
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Keterangan :
o1 -0 - Unsur-un=sur Pertanyaan

: Milai Rata-rata

[Pk . Indeks Persepsi Korupsi
)
MNRR Per Unsur sJumlah nilai per unsur dibagi

Jumlah kuesioner yang terisi

| IPK - 393 |

Nilai Interval Mutu Kinerja
1 2 3 4
1.00-1,75 12500-4375 1 Selalu
1,76-250 |4376-6250 2 Sering
251-325 [6251-8125 3 Jarang
3.26-4.00 [81.26-100.00 4 Tidak Ada [
Nilai
MNo Unsur Pertanyaan Rata-
a1 Manipulasi Peraturan 3,93
Q2 Penyalahgunaan Jabatan 3,82
o3 Menjual Pengaruh 3,85
04 Tranzaksi Biaya 3,91
a5 Biaya Tambahan 3,81
a6 Hadiah 3.91
o7 Tranparansi Biaya 3,92
o8 Percaloan 3,85
09 Perbuatan Curang 3,891
G 10 Tranzaksi Rahasia 3,97
3.93
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INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGADILAN TINGG] AAMA SLIRABAYA
TRIWLLAN IV TAHUN 2022

NILAI IPAK
Jumlah :150 orang

Jenis Kelamin : L :95 / P:35

Pendidikan

Strata-3 : 2orang

Strata-2 : 33 orang
' Strata-|

RESPONDEN

: 93 orang
DIPLOMA : 0 orang
SLTA/SMA : 2orang

Periode Survey
Oktober 2022 s.d Desember 2022

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN
UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

INDEKS PERSEPSI ANTI KORLIPSI JIPAK)
PENGADILAN TINGEI AGAMA SURABAYA
TRIWULAN Il TAHUN 2022

NILAI INDEKS PADA INDIKATOR
“ RUANG LINGKUP/INDIKATOR “
T | 393 Borsi dari Korupsi
2. FPenyalzhgunaan Jahatan 3,92 Bersih dari Karupsi
3. Menjual Pengaruh 3,95 Bersih dari Korupsi
4. Transaksi Biaya 3,91 Bersih dari Korupsi
5. Biaya Tambahan 3,91 Bersih dari Karupsi
6. Hadiah 3,91 Bersih dari Korupsi
7.  Tranparansi biaya 3,92 Bersih dari Korupsi
8. Percaloan 3,95 Bersih dari Korupsi
9. Perbuatan curang 3,091 Bersih dari Korupsi
0. Transaksi rahasia, 341 Bersih dari Karupsi

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN
UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI

DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
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